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PERAN KUA DALAM MENJALANKAN PASAL 7 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DI KECAMATAN JOGOROTO
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Pembimbing I: Dr. Ilham Thohari
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Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Agar tujuan itu tercapai maka
pemerintah membuat undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan dari
undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan. Oleh karena itu
agar undang-undang ini terlaksana dengan baik, maka diperlukannya tindakan
sosialisasi ke masyarakat melalui Kantor Urusan Agama. Adapun metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan
langsung dari lapangan, yakni mengumpulkan data dengan metode wawancara
secara tatap muka dan juga virtual dengan narasumber dan juga informan yang
mengalaminya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jogoroto berhasil dalam menjalankan perannya sebagai
lembaga perwakilan dari Kementrian Agama. Dalam menjalankan perannya
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto mempunyai tahapan-tahapan sendiri
dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2019.
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MOTTO

“Ilmu dan perbuatan, janganlah kalian melakukan sesuatu tanpa dengan

ilmu, dan tidak ada seorang pun yang pandai kecuali dengan usaha”
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT atas segala
rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesempatan, kekuatan,
dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW, para
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hati, skripsi ini penulis persembahan untuk:
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bimbingan dan arahan kepada penulis. Semoga ilmu dari beliau-beliau
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KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kepada Allah SWT yang Maha
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Segala rintangan dan kendala yang penulis hadapi dan lewati dalam
perjalanan penulisan menyelesaikan tugas akhir ini yang tidaklah mungkin dapat
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akhirat nanti dan semoga ilmu yang telah diberkan kepada penulis
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i Ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Jika ta’ marbutah terdapat pada susunan sifah-mawsut/na’t-man’ut, maka

ditulis dengan h.

| a3l | Di tulis | Al-Mar‘ah al-Salihah |

2. Bila ta'marbutah terdapat pada susunan idafah, maka ditulis t

‘ hdliBls ) ‘ Di tulis | zakat al-fitr
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Tanda VVokal Transliterasi
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Vokal Panjang
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama islam pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang
sangat sakral, luhur, dan suci, yang bermakna ibadah kepada Allah SWT
dan mengikuti sunnah Rasulullah saw, yang dilaksanakan dengan rasa
keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti aturan dan ketentun hukum yang
berlaku.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.! Sedangkan
menurut syara’ nikah itu berarti akad yang meghalalkan persetubuhan.

Tujuan perawinan bukan hanya untuk hidup sehari atau dua hari, bukan pula
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untuk hidup setahun atau dua tahun, akan tetapi kehidupan berumah tangga
dimaksudkan untuk hidup bersama sampai tuhan memisahkan keduanya.
Usia dipandang penting untuk dipertimbangkan karena memulai rumah
tangga melibatkan kedewasaan antara kedua pasangan.

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata bahasa arab zZ\S
(nikaahun) dan 7)) (zawwaajun).” Kedua kata ini sering sekali diucapkan
oleh orang-orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan As-

Sunnah. kata 7\S seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

'K. Wantijk Saleh, Hukum perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14.
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2006),
35.
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Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian it adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
Sedangkan kata z),) dalam Al-Qur’an seperti dala surat al-Ahzab ayat 37:
b ki 0 ey e Sl alle cually ale i adl G U8 Y
15k ke 33 (i LA 7AAS O Gal iy Gl 5355 i B s i
e 1308 1 2l #1531 3 208 Guadal 2 K0 Y L8 QRS
Ve i 0l 5857 ey
Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah
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telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi
nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada
Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah
akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah
yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri
keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu
dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk

(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak

3 Al-Qur’an, 4 (an-Nisa’): 3.




angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah
ketetapan Allah itu pasti terjadi.”*

Batas usia perkawinan diatur dalam Undang-undang nomor 16 Tahun
2019 perubahan dari Undang-undang nomor | Tahun 1974 tentang
perkawinan, pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya
diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (semibilan belas)
tahun.™

Dari peraturan yang sudah ditetapkan seharusnya masyarakat harus
memauhinya, karna peraturan itu dibuat oleh pemerintah tidak lain untuk
kesejahteraan dan kebaikan masyarakatnya, agar tidak menghambat
pertumbuhan dan perkembangan anak atau kemampuannya untuk

melaksanakan hak-hak dasarnya, seperti hak untuk bebas dari pelecehan dan

diskriminasi, serta hak-hak sipil, pendidikan, kesehatan, dan sosial mereka.
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Pada masyarakat Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Jawa
Timur masih banyak yang melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan
Jogoroto Kabupaten Jombang dengan berbagai alasan yang menyebabkan
pernikahan dini. Apakah KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya perihal peraturan yang
baru ini?.

Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam proposal
dengan judul Peran Kua Dalam Menjalankan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Kecamatan Jogoroto. Penulis ingin

4 Al-Qur’an, 33 (al-Ahzab), 37.
3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.




mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten
Jombang dalam menjalankan undang-undang pasal 7 ayat 1 no 16 tahun

2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974,

B. Ruang Lingkup Penelitian
Agar pokok permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas
dan tetap pada substansi, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan
sebagai berikut:
1. Lokasi penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten
Jombang.
2. Waktu pelaksanaannya mulai bulan Mei 2022 sampai sclesai.
3. Subjek penelitian ini ialah factor yang menyebabkan terjadinya

pernikahan dini di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
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4. Objek penelitian pada proposal ini ialah seberapa efisien KUA
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan
Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo. Undang-undang nomor |

tahun 1974 tentang perkawinan.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

un

' NPO

-~P
Jle

\l'
)

:

—




I
)
x
2/
o
~~
)
£ 4
;.
c
s.
o
o
c
(&
o
3
o
)
5
@

1. Bagaimana peran KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam
mengimplementasikan undang-undang pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun
2019?

2. Bagaimana implikasi peran yang dilakukan oleh KUA Kecamatan
Jogoroto Kabupaten Jombang untuk mensosialisasikan undang-undang

pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan
dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui bgaaimana peran KUA Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan ndang-undang
pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019.

b. Untuk mengetahui bagaimana implikaski peran ang dilakukan
oleh KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk
mensosialisasikan dang-undang pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun
2019.

2. Manfaat
a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan

Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren

Tinggi Daarul *Ulum Jombang.
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b. Sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan
mengenai upaya KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
dalam mengimplentasikan Undang-undang nomor 16 tahun 2019
jo. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam
meminimalisir pernikahan dini.

c. Sebagai referensi dan kontribusi bagi pihak lain yang ingin
mengetahui mengenai upaya KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten
Jombang terhadap Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo.
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam
meminimalisir pernikahan dini.

d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkkan dapat menjadi bacaan yang
bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang
batasan umur untuk menikah sesuai undang-undang yang berlaku

di Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Dengan penelitian terdahulu kita dapat mendalami, mencermati,
menelaah dan mengidentifikasikan penemuan-penemuan yang telah ada dan
belum ada selain itu juga tinjauan pustaka juga memaparkan hasil penelitian
terdahulu yang bisa menjadi referensi bagi kita dalam  melakukan
penelitian.

Aji  Santoso mengkaji Peran Kantor Urusan Agama Dalam

meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umr Perspetif PMA No. 34 Tahun




2016 (Studi Kasus di Kecamatan Karangmocol Kabupaten Purbalingga).®
Dia menyatakan bahwa peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di
bawah umur terjadi karena beberapa faktor: (1) Faktor ekonomi, (2) Faktor
pendidikan, (3) Faktor sosial. dangkan penelitian yang akan saya tulis
mencakup peran serta upaya KUA (Kantor Urusan Agama) dalam
menjalankan dang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas minimal
usia melakukan pernikahan.

Nur Arfani Khairatussifah mengkaji Peranan Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamata Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbimngan
Penyuluhan Islam Pada Masyarakat di Desa Manjalling.” Dia menyatakan
bahwa upaya KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan

penyuluhan islam kepada masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yaitu

kelompok masyarakat dan kelompok pribadi. Kelompok masyarakat
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diberikan bimbimngan tentang cara mendidik anak dengan baik, cara

menangani anak yang nakal, dan cara orang tua dalam menanamkan kepada

anak-anaknya untuk tidak melakukan sifat-sifat yang tercela. Sedangkan
penelitian yang akan saya tulis mencakup peran serta upaya KUA (Kantor

Urusan Agama) dalam menjalankan undang-undang nomor 16 tahun 2019

tentang batas minimal usia melakukan pernikahan.

& Aji Santoso, Peran Kantor Urusan Agama Dalam meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umr
Perspetif PMA No. 34 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Karangmocol Kabupaten
Purbalingga), (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 4.

7 Nurarfani Khairatussifah, Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamata Bajeng Barat
Dalam Memberikan Bimbimngan Penyuluhan Islam Pada Masyarakat di Desa Manjalling,
(Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016), 5.




Firdawati mengkaji Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam
Menangani Pernikahan Dini Di Dsa Panggallong Kecamatan Riau Ale
Kabupaten Bulukumba. Dia mengatakan bahwa penyebab pernikahan dini
terjadi karena beberapa faktor, yaitu: (1) Kurangnya sosialisasi undang-
undang pernikahan, (2) Kurangnya kontrol orang tua, (3) Fakor ekonomi,
(4) Pengaruh media sosial.® dangkan penelitian yang akan saya tulis
mencakup peran serta upaya KUA (Kantor Urusan Agama) dalam

menjalankan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas minimal

usia melakukan pernikahan.

F. Sistematika Penulisan
Bab I, uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum berfungsi

pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat
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pola dasar penulisan proposal skripsi yaitu meliputi latar belakang, ruang
lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab I, merupakan uraiain tentang gambaran umum mengenai KUA,
Peran KUA, dan Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Bab III, menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi, dan sumber data
penelitian, teknik pemgumpulan data, populasi dan sampel penelitian,

validasi data dan teknik analisa data.

8 Firdawati, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Desa Panggallong
Kecamatan Riau Ale Kabupaten Bulukumba,(Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019), 6.




I
)
x
2/
o
~~
)
£ 4
;.
c
s.
o
o
c
(&
o
3
o
)
5
@

Bab IV, mengkaji dan menganalisa secara mendalam tentang Undang-
undang nomor 16 tahun 2019 jo. Undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan dalam hal usia yang diperbolehkan untuk menikah.

Bab V, Merupakan penutup dari keseluruhan isi proposal skripsi yang

berisi kesimpulan dan saran.




BABII
LANDASAN TEORI

A. Kantor Urusan Agama (KUA)
1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama
yang ada di tingkat Kecamatan. Sebuah divisi dari Kementerian Agama,
Kantor Urusan Agama menangani beberapa tugas yang diberikan oleh
pemerintah di wilayah kecamatan tentang agama Islam. (KMA
No.517/2001 dan PMA No.11/2007).° KUA disebut juga unut kerja
terdepan sebab KUA secara langsung berhadapan dengan masyarat. Oleh
karena itu KUA keberadaannya sangat penting seiring dengan
keberadaan Departemen Agama.

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian
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tugas Kementrian Agama Indonesia di kabupaten dan kita madya di
bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan
Agama yang terletak di tingkat kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor
Kabupaten Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), juga dikenal
sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Islam.
Sebagai inovator terkemuka di lingkungan Kementerian Agama Republik

Indonesia, Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian

? Budi Sunarso, Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan
Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi (Ponorogo: Myria Publisher,
2019), 19.
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tanggung jawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang
Agama..'
2. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama
a. Tugas KUA
Berdasarkan kebijakan kantor kementerian agama dan
persyaratan hukum yang relevan, Kantor Urusan Agama bertanggung

jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor di

kecamatan.'' Tugas terdiri dari:

1) Melaksanakan sebagian tanggung jawab Kantor Kementerian
Agama Kabupaten di wilayah Kecamatan untuk Urusan Agama
Islam.

2) Bantuan dalam pelaksanaan kewajiban pemerintahan di bidang
agama di tingkat kecamatan.

3) Bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab Kantor
Urusan Agama Kabupaten.

4) Koordinasi Pengelola Umat Islam, Penasihat Agama Islam, dan
Instansi lain yang terkait erat dengan pelaksanaan tugas KUA
Kecamatan harus dilakukan.

5) Seperti PPAIW (Pegawai Pencatatan Akta lkrar Wakaf).

Tugas KUA telah di cantumkan secara tegas dan lugas dalam

Keputusan Mentri Agama (KMA) Nomor 18 tahun 1975 jo. KMA

" Badan Pusat Statistika kabupaten Gowa, Sungguminasa, http// gowakab.bps.go.id - Email:
bps7306@bps.go.id, diakses pada 27 Februari 2022,

1 Muhamad Qustulani, Manajemen KUA dan Peradilan Agama (Jakarta: PSP Nusantara Press,
201R8), 34.
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Nomor 517 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun

1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan, sebagai berikut:'>

D

2)

D
2)
3)
4)
5)
6)

7

melaksanakan sebagian tanggung jawab Kementerian Agama
Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam tingkat
kecamatan. Dalam hal ini, KUA mengkoordinir tugas-tugas
korespondensi, pengelolaan surat, pengarsipan, pengetikan,
housekeeping, dan dokumentasi dan statistik (doktik).
Di kecamatan, mengkoordinir kegiatan dan melaksanakan
kegiatan sektoral dan lintas sektoral. Akibatnya, Kua bertanggung
jawab atas pencatatan perkawinan, pengelolaan dan pembinaan
gasjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, scrta
pertumbuhan penduduk dan pembentukan keluarga sakinah."

Sedangkan pelaksanaan tugas diatas sebagai berikut:

Penataan Internal Organisasi.

Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).

Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.

Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.

Pelayanan Hewan Qurban.

Pelayanan Hisab dan Rukyat.

Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

12 Departemen Agama R, Tugas-Tugas Pejabat Pencatatan Nkah, Bimbingan Masyarakat Islam,
dan Penyelenggaraan Hajmparremen Agama RI (Jakarta, Departemen Agama RI, 2004), 25.
" Departemen Agama RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatatan Nkah, Bimbingan Masyarakat Islam,
dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (Jakarta, Departemen Agama RI, 2004), 25.
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Saat ini, pejabat di KUA berpedoman mempunyai tugas, sebagai
berikut:

1)  Mengambil inisiatif, mengatur semua operasi di dalam KUA
Kecamatan, dan memberikan nasihat dan instruksi kepada sctiap
staf atau pegawai KUA Kecamatan tentang bagaimana
melaksanakan kewajiban pekerjaan khusus mereka.

2) Kepala KUA Kabupaten wajib mentaati dan mentaati semua
petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan pekerjaannya.

3) Kepala KUA Kecamatan merupakan pemegang kekuasaan
tertinggi di KUA Kecamatan, dan setiap unsur di dalamnya
tunduk pada arahan dan perintahnya.

4) Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung
jawab kepada Kepala KUA Kecamatan atas pelaksanaan
tugasnya.

b. Tugas Kepala KUA

Adapun tugas kepala KUA diantaranya sebagai berikut:"

1)  Memimpin dalam melaksanakan kewajiban KUA untuk
menetapkan/merumuskan visi dan misi organisasi, kebijakan,
tujuan, program, dan kegiatan.

2)  Pembagian kerja, mobilisasi, pengarahan, pembinaan, dan

koordinasi pelaksanaan tugas KUA.

"* Departemen Agama RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatatan Nkah, Bimbingan Masyarakat Islam,
dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Rl (JTakarta, Departemen Agama RI, 2004), 5.
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3)

4)

3)

6)

0

8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
Menawarkan bantuan dan nasihat di bidang administrasi.
Menawarkan bantuan dan arahan di bidang pernikahan,
pemulihan hubungan, dan keluarga Sakinah.

Memberikan pendampingan dan penyuluhan di bidang Zakat,
Wakaf dan Ibadah Sosial.

Menawarkan bantuan dan nasihat di bidang informasi
keagamaan dan tempat ibadah.

Menawarkan bantuan dan arahan dalam pembentukan kemitraan
Muslim dan syari'at.

Menawarkan bantuan dan nasihat mengenai hal-hal haji dan
umrah.

melihat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di
lingkungan KUA.

Melakukan upaya pengembangan dan peningkatan mutu
pelayanan di bidang pelaksanaan kewajiban KUA.

meninjau dan mengubah laporan tentang bagaimana tugas yang
diberikan kepada bawahan dilakukan.

bekerjasama dengan organisasigrkait.

melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

melaporkan pelaksanaan tugas dan kemajuannya.

Tugas Staf Administrasi Keuangan

Adapun tugas stal administrasi keuangan sebagai berikut:




1) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan,
menyetorkan dana kepada Kantor Kementrian Agama di
Kabupaten.

2)  Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.

3)  Menerima biaya nikah.

c. Tugas Staf Administrasi Nikah Dan Rujuk

1)  Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.

2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta
menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.

3)  Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin,
menyiapkkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah
KUA.

d. Tugas Tenaga Wiyata Bakti
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1)  Membantu tugas kepala dan staf KUA.
2)  Menyiapkan bahan logistik unuk kegiatan KUA.
3)  Melayani masyarakat yang berepentingan dengan KUA.
3. Fungsi Kantor Urusan Agama
Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kabupaten diatur dalam
KMA nomor 517 Tahun 2001, selain tugas pokok yang disebutkan di
atas, juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang memiliki potensi organisasi sebagai berikut:'*'®

'S Muhamad Qustulani, Manajemen KUA dan Peradilan Agama (Jakarta: PSP Nusantara Press,

2@K). 42-43.
!® Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan
Agama Kecamatan, Tahun 2011, 346,




a. Menempatkan data dan catatan secara berurutan.

b. Mengkoordinir pekerjaan rumah tangga, pengetikan, pengelolaan
surat, pengarsipan, dan surat menyurat di Kantor Urusan Agama
Kabupaten.

c. Mengelola dan mengembangkan masjid, zakat, wakatf, baitul mal dan
ibadah sosial, pertumbuhan penduduk dan keluarga sakinah sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan
Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan
terkait.

Kantor Urusan Agama Kecamatan dijabarkan sebagai berikut
dalam KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan disahkan sebagai PMA

(Peraturan Menteri Agama) Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan:
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a. Kepala

Kewajiban kepala Kantor Urusan Agama tertentu terletak
pada pegawai atau staf yang melapor langsung kepadanya, serta
dengan menetapkan aturan, peraturan, dan arahan untuk
pelaksanaan tugasnya.

Kepala kantor urusan agama mempunyai kewajiban sebagai
bawahan, antara lain  mengetahui, menghormati, dan
memberitahukan kepada atasannya tentang hasil pelaksanaan

tugasnya. Untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan

Y Ibid. 420.
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berkala dari kantor kementerian agama kabupaten/kota, kepala
kantor urusan agama kecamatan menyampaikan laporannya kepada

kepala kantor tersebut (KEMENAG)."

. Pelaksana

Adapun tanggung jawab administratif Kantor Urusan Agama
Kabupaten dalam nyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat
menyurat, pengurusan surat, pengarsipan, pengetikan, tata graha,
pembinaan dan pelayanan perkawinan dan rujuk, pengurusan dan
pembangunan masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, dan baitul mal ,
serta pembinaan keluarga dan penduduk yang sakinah, sesuai
dengan arahan yang ditctapkan olch Dirjen Bina Marga Islam.!”

Seorang pemimpin resmi, Kantor Urusan Agama (KUA),
memiliki wewenang berdasarkan surat keputusan. Menurut
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 tentang Pencatatan
Perkawinan, Perceraian, Rekonsiliasi, Pegawai Pencatatan
Perkawinan (PPN) yang dituangkan alam penjelasan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1946 g:lalah pegawai negeri sipil yang
diangkat berdasarkan surat keputusan dalam jabatan itu. di masing-
masing KUA Kabupaten sebagai Kepala KUA Kabupaten.
Menurut eraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pencatatan Perkawinan, PPN dipegang oleh Kepala KUA yang

mengawasi dan mencatat acara perkawinan/rekonsiliasi,

8 fpid. 421 .
9 Ihid. 419.
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mengawasi dan mencatat perceraian, mengadakan penyuluhan
perkawinan, dan menandatangani akta. uku nikah (kutipan akta
nikah), akta nikah, akta rujuk, atau kombinasinya. Mungkin
wakili olech Penghulu atau Asisten PPN saat menjalankan
tugasnya.

Biro Agama tidak terkendala oleh hukum nasional dalam
menjalankan tugasnya, khususnya Pasal 3 Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001. Saya

menjalankan program keberagaman masyarakat yang prima,

bersemangat, dan mendorong.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang
Perkawinan

Adapun dasar pertimbagan pembuatan undang-undang Nomor 16
tahun 2019 adalah merujuk pada pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun
2014 tentang perubahan atas undang-undnag nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, anak adalah sessorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan. Jika diamati dari isi undang-undang tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa seseorang yang sudah berumur 18 tahun ke atas
dianggap sudah dewasa.

Pengertian anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut

adalah yang berumur dibawah 18 tahun. Oleh karena itu undang-undang
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nomor 16 tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak
(calon pengantin yang berusia dibawah 18 tahun).

Menurut hukum positif terkait dengan usia yang dianggap pantas
untuk melakukan pernikahan terdapat pada undang-undang nomor 1 tahun
1974 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak
pria mencapai usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Peraturan ini
brjalan selama kurang lebih 45 tahun dengan melihat peraturan ini yang
sudah tidak sinkronisasi dengan keadaan sekarang dan banyak permasalahan
ekonomi, alat reproduksi dan meningkatnya angka perceraian. Maka
pemerintah merevisi peraturan tersebut menjadi undang-undang nomor 16
tahun 2019 dengan menyamaratakan ?rnur bagi wanita dan pria yaitu 19
tahun.

Batas uusia 19 tahun dinilai lebih dewasa secara psikologis, jasmani
dan rohani karena pada masa itu disebut masa peralihan dari remaja ke
dewasa yang diikuti dengan perkembangan hormon yang mengubah pada
keadaan fisik yang lebih matang dan pemikirannya terbuka dan terorganisir,
sehingga menutup kemungkinan menjadikan angka perceraian menurun dan
akan terjalin kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan dari
perkawinan.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-
undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun

bagi calon mempelai jika ingin menikah
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C.

Dalam undang-undang ini dijelaskan tentang batas minimal usia pria

dan wanita untuk menikah, sebagaimana bunyi undang-undang nomor 16

tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1

tahun 1974 tentang perkawinan, yang diubah sebagai berikut:*

Y

2)

3)

4)

Pasal 7
Perkawinan hanya diizinkkan apabila pria dan wanita sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun.
Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak
wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan
sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib mendengarkan pedapat kedua belah calon mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan.
Ketentuan-ketentuan menegani keadaan seseorang atau kedua orang tua
calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat
(4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan

sebagaimana dimaksud dala Pasal 6 ayat (6).

Pernikahan

Pengertian Pernikahan

% Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-
undang nomor | tahun 1974 tentang perkawinan.




Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuuhan.
Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi
mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.”!
Menurut Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari kata bahasa arab
“z\S3” yang merupakan masdar dari kata kerja (fi’il madhi) sedangkan
sinonimnya “zls)” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
sebagai perkawinan.??

Dalam bahsa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin”
yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,
melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Maka nikah adalah akad
atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab

(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qobul (pernyataan
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penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah bisa diartikan sebagai
bersetubuh.*
2. Rukun dan Syarat Pernikahan
a) Rukun dalam pernikahan adalah:
1) Calon mempelai laki-laki
2) Calon mempelai perempuan
3) Wali dari perempuan

4) Dua orang saksi

2 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat cet ke-2 (Jakarta: Raja Persada, 2010), 6.

2 Abdul Muhammad Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: Era Intermedia, 2006),
10.

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Aniara Figh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 35.




5) ljab dan Qabul
b) Syarat Pernikahan®*
1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang
ingin menikahinya (bukan wanita yang haram dinikahi sementara
atau selama-lamanya).

2} Perenikahan dihadiri oleh para saksi.
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#* Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 35-36.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A.Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum
Empiris atau dengan istilah lain bisa disebut dengan penelitian lapangan.
Penelitian ini didasarkan atas data dasar (primer) yang diperoleh langsung dari
sumber pertama dengan cara melakukan pengamatan observasi, wawancara,
interaksional dan visual yang menggambarkan momen rutin dan problematis,
serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif >

Pendekatan Kkualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptit berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati. Kualitatif deskriptif merupakan metode
atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non
eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang
diambil ** Dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilan data
deskriptif yaitu dapat mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitannya
terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Dan pnelitian ini termasuk
dalam jenis penelitian lapangan (ficld research) yang dilaksanakan langsung
dari lapangan, yakni menggali data dengan metode wawancara dengan Kepala
KUA Kecamatan Jogoroto yang melaksanakan peraturan pernikahan yang

sesuai dengan Undang-undang tentang Perkawinan yang terletak pada Undang-

25

Sandu Siyolo dan ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian  (Yogyakarta: Literasi Media

PilEkhing, 2015), 99.
% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1997), 43.




undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan.

B. Sumber Data
ialah suatu data yang berkaitan tentang penulisan skripsi ini didapatkan.
Sumber data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini ada 2 sumber,
yaitu:

I. Sumber data primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh
penulis dari sumber pertama®” sumber data primer ini penulis dapatkan
secara lagsung dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto
(Bapak Mulyadi, S.Ag,. MHI secbagai kepala KUA Jogoroto) dan
beberapa pegawai kantor tersebut.

2. Sumber data sekunder, adalah data yang dikumpulkan sebagai
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penunjang kelengkapan dari sumber data primer.”® Sumber data
sekunder diperoleh melalui perantara seperti pedoman hukum,
penelitian, dan pemeriksaan sumber daya perpustakaan seperti buku,

makalah, jurnal, dan bahan lain yang relevan dengan argumen penulis.

C.Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian yang menggunaan normatif umumnya menggunakan
beberapa prosdur pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Observasi

21 Sumadi, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.
B Ibid, 94,

un
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3.

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke
objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, kejadian
yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil.
Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara
mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap
kegiatan yang sedang berlangsung.?

Wawancara

Wawancara adalah svatu teknik pengumpulan data yang
dilakukan secara langsung kepada crang yang akan diwawancarai,
selain itu bisa dilakukan dengan cara memberikan daftar beberapa
pertanyaan untuk dijawab.’’ Penulis akan melakukan deep interview
yakni teknik yang dilakukan dengan menanyakan lagsung kepada tokoh
masyarakat secara tatap muka ataupun via telepon jia tidak panggilan
secara mendalam terhadapt suatu topik yang telah ditentukan
sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan
untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan.’' Dalam
pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara secara lisan serta
tatap muka langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jogoroto dan staf atan pegawai yang menjadi bawahannya.

Dokumentasi

2 Sudaryono, Metodologi Penelitian (Depok: Raja Grapindo Persada, 2018) 216.
3 Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya llmiah (Jakarta: Kencana,

2011) 238.

# Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif™, Journal Of
Majalah Hmiah Pawivatan, Vol. 20, No. 1 (Maret 2013), 87.
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Data dikumpulkan selama proses dokumentasi melalui
penelusuran dokumen. Untuk menerapkan strategi ini, digunakan bahan
lertulis yang terkait, representasi visual, atau objek fisik.* Dokumentasi
dilakukan dengan cara menelusuri dokumen-dokumen baik itu berupa
tulisan, foto, atau benda yang akan berhubungan dengan aspek-aspek

yang akan diteliti.

D. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data
secara rinci, dan melakukan analisis data agar mudah dipahami dan dicerna.
Analisis data merupakan kegiatan dalam penclitian yang berupa pengkajian
terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori untuk membuat suatu
kesimpulan terhadap hasil penelitian.**

Tekni analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif, teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Reduksi Data yakni merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang
penting. dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan.

2. Penyajian data, yaitu data yang dikumpulkan dari lapangan dan disajikan
sebagai deskripsi tanpa mengecilkan kekurangannya. Menjalin data yang

2Widodo, Merodologi PeneliPopuler &kn's (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018) 73.

3 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 183.
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satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-
benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif
data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka
penyajian data pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses

analisis.

. Penarikan Kesimpulan, merupakan kesimpulan awal yang bersifat

sementara. Jika belum ditemukan bukti yang lebih akurat dan dapat
berubah bila ada bukti-bukti yang lebih kuat. Namun jika kesimpulan
awal dapat dibuktikan dengan valid dan juga konsisten, maka kesimpulan
awal bisa menjadi kesimpulan yang kredibel.53 Pada komponen terakhir
dalam analisis data kualitatif ini adalah menarik kesimpulan verifikasi.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi dan dapat

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.




